BAB V
PENUTUP

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak menghadapi
berbagai peraturan dan prosedur yang kompleks, salah satunya yaitu terkait dengan
keterlambatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Namun, kepastian
hukum bagi Wajib Pajak menjadi pertanyaan yang perlu ditinjau lebih lanjut.
Bagian tersebut akan merangkum dan menyarankan sesuai hasil penelitian tentang
hubungan antara keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan
aturan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan kepastian hukum bagi Wajib
pajak.

5.1 Kesimpulan
Hal yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian tersebut terkait
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pertama, proses penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) mencakup identifikasi

keterlambatan, penghitungan denda, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP),

dan penagihan kepada Wajib Pajak. Proses penerbitan Surat Tagihan Pajak

(STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat dilakukan secara langsung

pada tahap sistem mengidentifikasi keterlambatan penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai jenis Wajib Pajak. Setelah

dilakukan identifikasi, sistem kemudian akan otomatis menerbitkan Surat

Tagihan Pajak (STP) secara terpisah khusus atas keterlambatan penyampaian

tersebut yang sudah otomatis terverifikasi oleh petugas pajak yang

berwenang. Penagihan juga bisa dilakukan secara langsung sebagai syarat
terpenuhinya tahapan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT

Tahunan) tersebut, yaitu dengan dilakukan bersamaan dengan Surat Tagihan

Pajak (STP) diterbitkan dan wajib dilunaskan pembayaran sanksi dan/atau

denda administratif untuk memenuhi proses penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Kedua, semua prosedur tersebut pada dasarnya wajib diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang sah yaitu Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) yang ditunjuk sebagai peraturan pelaksana tata cara penerbitan Surat
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Tagihan Pajak (STP). Artinya, perbaikan atau penambahan dasar hukum
menjadi hal fundamental untuk terlaksananya proses penerbitan yang efektif
dan efisien. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk membuat
dasar hukum yang dapat mendukung terbentuknya prosedur penerbitan Surat
Tagihan Pajak (STP) secara langsung dan penagihan atas sanksi dan/atau
denda administratif secara langsung melalui perbaikan dan penambahan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan syarat peraturan perundang-
undangan tersebut diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kemudian dari PMK,
diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk mendukung teknis atau
prosedur pelaksanaanya sebagai peraturan pendukung.

Ketiga, untuk menciptakan kepatuhan yang baik dalam sistem
perpajakan dan mewujudkan kepastian hukum adalah prinsip dasar yang
menjamin bahwa setiap Wajib Pajak memahami dan memprediksi
konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Peraturan Perundang-undangan
telah menetapkan dasar hukum yang cukup jelas untuk penerbitan Surat
Tagihan Pajak (STP), namun praktik pelaksanaanya tidak konsisten dan
memerlukan waktu yang lama seperti contoh kasus yang diangkat pada
bagian 1.1. Latar Belakang yang memakan waktu hingga tiga tahun lebih
untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) hanya atas pelanggaran
peraturan keterlambatan penyampaian SPT Tahunan. Hal tersebut
membuktikan bahwa kepastian hukum dalam hal ini tidak terlaksana karena
Wajib Pajak terpaksa menunggu ketidakpastian selama 5 (lima) tahun
maksimal untuk pelanggaran keterlambatan penyampaian  Surat
Pemberitahuan (SPT) yang batas pelanggarannya dan sanksi sudah jelas
ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Ketidakpastian hukum juga
terjadi karena Wajib Pajak tidak dilakukan penagihan atas pajak terutangnya
khususnya denda administratif tersebut dalam waktu sedekat-dekatnya
dengan masa Wajib Pajak mendapatkan pendapatan tersebut. Kemudian
dengan sistem penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang terlaksana

sekarang membuat celah atau peluang untuk merugikan negara karena
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kelalaian petugas pajak tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun yang ditentukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian hukum dan kesimpulan mengenai aturan
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dikaitkan dengan kepastian hukum

bagi Wajib Pajak. Maka, penulis hendak memberikan saran sebagai berikut;

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai peraturan yang
diperintahkan oleh UU KUP terkait penerbitan Surat Tagihan Pajak
(STP) harus dilakukan perbaikan atau penambahan untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Perbaikan tersebut meliputi
pengurangan batas waktu penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dari 5
(lima) tahun menjadi diterbitkan secara langsung saat Wajib Pajak
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga harus memperbaiki mekanisme
pengajuan keberatan dan pengaduan terhadap Surat Tagihan Pajak
(STP) yang tidak sah atau salah perhitungan. Dengan menyediakan
saluran komunikasi yang lebih mudah dan cepat bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan.

3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan transparansi dalam
proses penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan menyediakan
notifikasi dini kepada Wajib Pajak tentang potensi penerbitan Surat
Tagihan Pajak (STP). Dengan menambahkan sistem monitoring yang
transparan sehingga Wajib Pajak dapat melacak status penerbitan STP
secara real-time.

4.  Penerbitan aturan hukum atas sanksi bagi Direktorat Jenderal Pajak
atau petugas pajak yang gagal menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
dalam jangka waktu yang ditetapkan guna mencegah maladministrasi

yang dapat merugikan negara.
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